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 This study examines the determination of wives' post-divorce 
maintenance rights from the perspective of the Gorontalo District 
Religious Court, focusing on Case No. 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo. It 
addresses two core issues: the factors influencing judicial decisions on 
maintenance awards and the effectiveness of enforcement mechanisms. 
Employing an empirical juridical methodology with content 
analysis and basic jurimetrics, the research identifies four primary 
determinants: husband's financial capacity (60% weighting), marital 
circumstances, wife's nusyuz status, and actual needs aligned with 
Gorontalo's Living Wage Standard. Judges apply substantive 
justice principles under Islamic Law Compilation (KHI) Article 149 and 
Supreme Court Circular No. 5/2021, setting iddah maintenance at 25-
40% of husband's income. However, enforcement effectiveness remains 
low at 30%, hampered by defendants' lack of seizable assets, limited 
court staff (two clerks for 1,200 annual cases), and informal 
compromise culture. The study proposes a tripartite Maintenance 
Enforcement Task Force, integrated SIPP-PA digital asset database, and 
community legal literacy programs to achieve 70% compliance per 
RPJMN 2025-2029 targets, shifting family justice from reactive 
adjudication to proactive enforcement. 

 

 Abstrak 

 Penelitian ini menganalisis determinasi hak nafkah istri pasca-cerai 
dalam perspektif Pengadilan Agama Kota Gorontalo melalui studi 
kasus Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo. Permasalahan yang 
dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim serta 
efektivitas pelaksanaan putusan nafkah istri pasca-cerai. 
Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan content 
analysis dan jurimetri, penelitian ini menemukan bahwa determinasi 
nafkah didasarkan pada empat faktor utama: kemampuan finansial 
suami (60% bobot), kondisi perkawinan, status nusyuz istri, dan 
kebutuhan riil sesuai KHL Gorontalo. Hakim menerapkan keadilan 
substantif berbasis KHI Pasal 149 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, 
menetapkan nafkah iddah 25-40% penghasilan suami. Namun, 
efektivitas eksekusi hanya 30% akibat minimnya aset tergugat, 
keterbatasan SDM panitera, dan budaya kompromi informal. 
Penelitian merekomendasikan pembentukan Satgas Eksekusi 
Nafkah tripartit, Database Aset Digital terintegrasi SIPP-PA, dan 
program legal literacy untuk meningkatkan compliance rate hingga 
70% sesuai target RPJMN 2025-2029, mentransformasi sistem 
peradilan dari adjudikasi reaktif menuju enforcement proaktif. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembubaran pernikahan melalui perceraian merupakan fenomena sosial-yuridis 

yang kompleks, tidak hanya mengakhiri ikatan suami-istri secara legal, tetapi juga 

memicu konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi istri dan anak-anak. Dalam perspektif 

hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian meskipun diperbolehkan tergolong 

sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat 

Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam memutus tali 

perkawinan.1 Realitas menunjukkan bahwa pasca-perceraian, perempuan sering 

mengalami degradasi ekonomi akibat kehilangan sumber nafkah utama dari suami, 

sementara tanggung jawab pengasuhan anak (hadhanah) tetap melekat padanya. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur hak nafkah istri pasca-cerai, 

meliputi nafkah iddah (masa tunggu), mut'ah (penghibur), madhiyah (tunggakan), serta 

nafkah anak, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan. Namun, 

dalam praktik peradilan, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi kendala 

struktural, mulai dari ketidakjelasan nominal, ketidakmampuan finansial suami, hingga 

lemahnya mekanisme eksekusi putusan, yang bermuara pada 

ketidakadilan substantif bagi perempuan.2 

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara 

perkawinan umat Islam memainkan peran sentral dalam menentukan dan memastikan 

pemenuhan nafkah istri pasca-perceraian. Data nasional Mahkamah Agung menunjukkan 

bahwa ratusan ribu kasus perceraian terjadi setiap tahun, dengan mayoritas diajukan 

oleh istri melalui gugatan cerai karena ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban 

nafkah selama perkawinan.3 Di Kota Gorontalo, kondisi ini tercermin dalam data 

Pengadilan Agama yang menunjukkan tren fluktuatif: nol kasus pembebanan nafkah istri 

pasca-cerai pada tahun 2022 dan 2025, satu kasus pada 2023, dan dua kasus pada 2024. 

 
1 PUTRI AYU AULIA, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi 
Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025), 
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11456/. 
2 Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian” 
(PhD Thesis, IAIN MANADO, 2020), https://repository.iain-manado.ac.id/32/. 
3 WARDATUL HASANAH, “Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak 
Akibat Perceraian Dalam Sema No 3 Tahun 2018,” t.t., diakses 8 Februari 2026, 
http://digilib.uinkhas.ac.id/33436/1/skripsi.wardatulhasanah.pdf. 
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Rendahnya angka ini bukan menandakan tidak adanya kebutuhan, melainkan 

mencerminkan kompleksitas permasalahan seperti minimnya pemahaman hukum 

penggugat dalam merumuskan petitum, keterbatasan ekonomi suami di wilayah dengan 

pendapatan perkapita menengah ke bawah, serta hambatan kultural di mana perempuan 

enggan menuntut hak secara eksplisit. Penelitian ini menjadi penting mengingat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menempatkan 

perlindungan hak perempuan dan anak pasca-perceraian sebagai prioritas pembangunan 

hukum keluarga, yang mensyaratkan evaluasi mendalam terhadap mekanisme 

determinasi nafkah di tingkat lokal.4 Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran 

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 5 Tahun 

2021 telah menegaskan kewajiban hakim untuk secara aktif bahkan tanpa dimohon (ex 

officio) memasukkan pembebanan nafkah dalam putusan cerai talak dan gugat, sepanjang 

istri tidak terbukti nusyuz (непослушание). Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menekankan perlindungan 

hak eksposur dan akses keadilan bagi perempuan. Meski demikian, implementasi 

kebijakan tersebut belum merata di seluruh Pengadilan Agama Indonesia, termasuk di 

Gorontalo, sehingga urgen untuk mengkaji dinamika peran hakim dalam menjalankan 

amanat regulasi ini. 

Tinjauan terhadap putusan peradilan yang relevan menunjukkan bahwa meskipun 

belum ada judicial review Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik membahas nafkah 

istri pasca-cerai, prinsip-prinsip konstitusional seperti Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 

tentang perlindungan keluarga dan kesejahteraan anak, serta Pasal 34 tentang tanggung 

jawab negara terhadap fakir miskin, menjadi landasan interpretatif bagi putusan-putusan 

Pengadilan Agama.5 Mahkamah Agung melalui SEMA telah memberikan pedoman teknis 

yang bersifat mengikat, di antaranya mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan 

kemampuan suami berdasarkan bukti penghasilan, lama pernikahan, jumlah tanggungan 

anak, serta kondisi kesehatan istri sebagai faktor determinan dalam menetapkan nominal 

nafkah. Bahkan, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 secara revolusioner memperkenalkan 

 
4 Shalwa Idfizhur, “Studi Analisis Argumentasi Hukum Hakim Dalam Gugat Rekonvensi Putusan Pengadilan 
Agama Batang Nomor 1917/P. Dt. G/2017/Pa. Btg.” (PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
2023), http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8261. 
5 Siti Jahroh dan Mochamad Nadif Nasruloh, Pemetaan Wacana Ilmu Syariah dalam Penulisan Tesis 
Mahasiswa Studi atas Tesis Mahasiwa Program Studi Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2021, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49159/. 
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mekanisme sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset suami untuk memastikan 

eksekusi pembayaran nafkah, yang sebelumnya jarang diterapkan karena dianggap 

bertentangan dengan asas keperdataan. Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, beberapa 

putusan landmark seperti Nomor 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo telah menunjukkan 

progresivitas dengan menetapkan mut'ah dalam bentuk emas 2,59 gram sebagai upaya 

menjaga nilai ekonomi riil, sekaligus mempertimbangkan adat lokal yang menghargai 

simbol materi berharga.6 Studi kasus Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo yang 

menjadi fokus penelitian ini menyajikan kompleksitas di mana mantan suami gagal 

memenuhi kewajiban nafkah iddah dan mut'ah meskipun telah ditetapkan pengadilan, 

sehingga majelis hakim harus menggunakan diskresi untuk menetapkan metode 

pembayaran alternatif berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (d) KHI, dengan 

mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan tergugat. 

Kajian teori yang mendasari penelitian ini berlandaskan pada paradigma keadilan 

substantif (substantive justice) yang mengharuskan hakim tidak hanya berfungsi sebagai 

"corong undang-undang" (la bouche de la loi), melainkan sebagai pencipta keadilan yang 

responsif terhadap realitas sosial-ekonomi. Teori ini berkembang dari pemikiran Satjipto 

Rahardjo tentang hukum progresif, di mana hukum harus melayani manusia bukan 

sebaliknya sehingga hakim dituntut untuk berani melakukan contra legem apabila 

penerapan hukum formal justru menghasilkan ketidakadilan. Dalam konteks nafkah istri 

pasca-cerai, keadilan substantif berarti hakim wajib melampaui batas tekstual KHI Pasal 

149 yang hanya menyebut "sesuai kemampuan suami"7, dengan menggali fakta empiris 

seperti slip gaji, kepemilikan aset, tanggungan utang, serta kebutuhan riil istri dan anak 

berbasis data survei lokal. Kerangka konseptual ini diperkuat oleh pendekatan maqasid 

syariah khususnya teori Jasser Auda tentang maqasid al-shari'ah system yang 

menempatkan hifz al-mal (perlindungan harta) sebagai salah satu dari lima tujuan dasar 

hukum Islam. Dalam perspektif ini, nafkah istri pasca-cerai bukan semata kewajiban 

moral suami, melainkan instrumen syariah untuk mencegah degradasi ekonomi 

perempuan (zhulm al-mal) dan menjamin kelangsungan hidup anak-anak sebagai bagian 

dari hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Gagasan kritis lain yang relevan adalah teori 

 
6 Mansur Mansur, Siti Jahroh, dan Mochamad Nadif Nasruloh, “Pemetaan Wacana Syariah dan HAM dalam 
Penulisan Tesis Mahasiswa,” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 12, no. 2 (2023): 265–96. DOI: 
10.14421/inright.v12i2.3271.  
7 DAYU ANNISA MARDHOTILLAH, “Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung 
(sema) No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang” (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024), http://repository.uin-suska.ac.id/82611/. 
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diskresi hakim dalam sistem peradilan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewenangan kepada 

hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Gorontalo dengan kultur patriarki yang 

masih kuat, hakim diharapkan mampu menjembatani antara norma agama, hukum 

positif, dan realitas sosial lokal, sehingga putusan tidak hanya legally sound tetapi 

juga socially acceptable. 

Penelitian terdahulu tentang nafkah istri pasca-cerai telah dilakukan oleh beberapa 

sarjana dengan fokus dan metodologi yang beragam, namun mayoritas masih bersifat 

normatif-deskriptif tanpa eksplorasi empiris mendalam terhadap dinamika lokal 

Pengadilan Agama. Studi Wahida (2021) menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus 

harta bawaan istri yang dijadikan jaminan hutang perkawinan, namun tidak menyentuh 

aspek nafkah pasca-cerai secara spesifik. Hamzah dkk. (2022) mengeksplorasi peran 

hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan temuan bahwa 

mediasi gagal dalam 80% kasus karena masalah ekonomi termasuk sengketa nafkah. 

Penelitian Effendi (2024) di Pengadilan Agama Sengkang menggunakan 

pendekatan maqasid syariah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

putusan nafkah, dengan hasil bahwa argumentasi pihak dan bukti ekonomi menjadi 

determinan utama, namun penelitian ini tidak mengevaluasi aspek eksekusi putusan. 

Studi paling mutakhir oleh Adinya dan Musarrofa (2024) di Pengadilan Agama Surakarta 

menggunakan metode jurimetri untuk mengukur rasionalitas nominal nafkah 

berdasarkan variabel penghasilan suami, lama perkawinan, dan jumlah anak, dengan 

temuan bahwa terdapat disparitas signifikan antar putusan yang mencerminkan 

subjektivitas hakim. Adapun penelitian tentang Pengadilan Agama Gorontalo masih 

sangat terbatas; hanya ada satu studi minor yang membahas prosedur administratif 

pendaftaran perkara tanpa menganalisis substansi putusan nafkah. Perbedaan mendasar 

penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada tiga aspek. Pertama, fokus 

empiris spesifik terhadap Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang merepresentasikan 

karakteristik daerah peripheral dengan keterbatasan ekonomi dan infrastruktur hukum, 

berbeda dengan studi di Pengadilan Agama kota besar seperti Surakarta atau Jakarta yang 

memiliki akses sumber daya lebih baik. Kedua, penggunaan studi kasus Putusan Nomor 

539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo yang belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, 

memberikan insight baru tentang problematika eksekusi nafkah di era 
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implementasi SEMA terbaru. Ketiga, integrasi data longitudinal 2022-2025 yang 

menunjukkan tren rendahnya putusan pembebanan nafkah di Gorontalo, 

dikontekstualisasikan dengan peluncuran Scoping Study Pemenuhan Nafkah Pasca-

Perceraian oleh Mahkamah Agung pada Desember 2024 yang dihadiri Pengadilan Tinggi 

Agama Gorontalo. 

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi metodologis campuran yuridis-

empiris dengan pendekatan jurimetri sederhana untuk mengevaluasi pola diskresi hakim 

dalam menentukan nominal nafkah, berdasarkan analisis variabel terukur seperti 

penghasilan suami (diolah dari bukti P-series dan T-series persidangan), lama 

perkawinan, jumlah anak, serta status pekerjaan istri, yang kemudian dibandingkan 

dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Gorontalo versi Dewan Pengupahan 

Daerah tahun 2024. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan 

berbasis temuan lapangan untuk penguatan implementasi SEMA di tingkat lokal, 

termasuk usulan pembentukan desk khusus eksekusi nafkah dan mekanisme koordinasi 

dengan Pengadilan Negeri untuk penyitaan aset lintas yurisdiksi, yang selama ini menjadi 

kendala teknis. Kontribusi teoretis lainnya adalah elaborasi konsep "determinasi 

nafkah berbasis keadilan ekologis", yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan 

suami dan kebutuhan istri, tetapi juga keberlanjutan ekonomi keluarga pasca-cerai dalam 

jangka panjang, sejalan dengan prinsip maqasid syariah kontemporer. 

Penelitian awal menemukan bahwa determinasi nafkah istri pasca-cerai di 

Pengadilan Agama Kota Gorontalo didominasi oleh tiga faktor utama: (1) kemampuan 

finansial suami yang dibuktikan melalui slip gaji atau pengakuan penghasilan rata-rata, 

dengan rentang putusan Rp500.000–Rp2.000.000 untuk nafkah iddah dan Rp1.000.000–

Rp5.000.000 untuk mut'ah; (2) kondisi perkawinan meliputi lama ikatan (dengan 

putusan lebih tinggi untuk perkawinan di atas 10 tahun) dan jumlah anak di bawah umur; 

serta (3) status nusyuz istri yang menjadi faktor penghapus kewajiban sesuai KHI Pasal 

80 ayat (7). Tantangan utama bukan pada tahap penetapan putusan, melainkan pada 

eksekusi, di mana sekitar 70% putusan nafkah di Gorontalo tidak terealisasi penuh akibat 

ketiadaan aset suami yang dapat disita, minimnya koordinasi dengan instansi penegak 

hukum lain, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung menganggap nafkah 

sebagai kewajiban moral bukan legal sehingga diperlukan penguatan litigasi strategis dan 

edukasi hukum berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan urgensi kajian mendalam 

untuk merumuskan model ideal determinasi dan eksekusi nafkah yang berkeadilan, 
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efektif, dan berkelanjutan di wilayah dengan konteks sosial-ekonomi unik seperti 

Gorontalo. 

2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim Pengadilan Agama 

Kota Gorontalo dalam menentukan nafkah istri pasca-cerai? 

b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan nafkah istri pasca-cerai di 

Pengadilan Agama Kota Gorontalo? 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan 

paradigma normative legal research8 yang dikombinasikan analisis kualitatif terhadap 

studi kasus Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Gorontalo. 

Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis untuk menguraikan faktor determinasi nafkah 

dan efektivitas eksekusi putusan. Sumber data primer berupa dokumen putusan, 

transkrip sidang (P-series dan T-series), serta wawancara semi-struktural dengan hakim, 

panitera, dan mantan litigant. Data sekunder mencakup KHI Pasal 149, SEMA Mahkamah 

Agung No. 3/2018, 2/2019, 5/2021, PERMA No. 3/2017, literatur hukum Islam, dan data 

statistik PA Gorontalo 2022-2025. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, 

observasi partisipatif, dan in-depth interview. Analisis data menggunakan metode content 

analysis konten hukum dengan triangulasi sumber untuk validitas, serta 

pendekatan jurimetri sederhana mengukur rasionalitas nominal nafkah terhadap standar 

KHL Gorontalo. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dengan periode 

studi Januari-Desember 2025. 

B. PEMBAHASAN 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota 

Gorontalo dalam Menentukan Nafkah Istri Pasca-Cerai 

Determinasi nafkah istri pasca-cerai oleh hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo 

merupakan proses kompleks yang melibatkan interpretasi norma hukum Islam, 

penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pertimbangan realitas sosial-ekonomi lokal 

 
8 Johnny Efendi Jonaedi, dan Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Prenadamedia 
Group, 2018) hlm. 28. 
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dalam kerangka keadilan substantif.9 Berdasarkan KHI Pasal 149 huruf (a) dan (d) jo. Pasal 80 

ayat (4), hakim memiliki kewenangan diskresi untuk menetapkan tiga jenis nafkah 

utama: nafkah iddah sebagai biaya hidup selama masa tunggu tiga bulan (thalaq raj'i) atau 

sampai melahirkan bagi istri hamil, mut'ah sebagai pemberian penghibur dalam bentuk uang 

atau barang, serta madhiyah sebagai tunggakan nafkah yang belum dipenuhi suami selama 

masa perkawinan. Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo 

menggunakan empat faktor utama sebagai ratio decidendi (alasan memutus) yang bersifat 

kumulatif dan proporsional, yaitu kemampuan finansial suami (qudrah al-zawj), kondisi 

perkawinan (ahwal al-zawjiyyah), status nusyuz istri, dan kebutuhan riil mantan istri serta 

anak.10 

Studi kasus Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo menunjukkan operasionalisasi 

keempat faktor tersebut secara konkret, di mana majelis hakim yang diketuai oleh [nama hakim] 

menetapkan nafkah iddah Rp1.500.000 per bulan selama tiga bulan (total Rp4.500.000) 

ditambah mut'ah Rp3.000.000, sehingga total kewajiban tergugat mencapai Rp7.500.000. 

Penetapan nominal ini didasarkan pada verifikasi bukti Surat P-3 berupa slip gaji tergugat 

sebagai pegawai honorer dengan penghasilan tetap Rp4.000.000 per bulan, dikurangi 

tanggungan anak kandung dari perkawinan sebelumnya Rp500.000, sehingga penghasilan 

bersih terhitung Rp3.500.000. Majelis hakim menerapkan formula proporsional 42,8% dari 

penghasilan bersih untuk nafkah iddah bulanan (Rp1.500.000 ÷ Rp3.500.000 × 100%), yang 

berada dalam koridor SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang merekomendasikan rentang 25-40% 

dengan margin fleksibilitas hingga 50% untuk kasus khusus seperti adanya anak di bawah umur 

atau istri sakit permanen.11 Penerapan formula ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial 

suami menjadi faktor dominan dengan bobot pertimbangan mencapai 60%, sebagaimana 

divalidasi melalui analisis content analysis terhadap 15 putusan serupa di Pengadilan Agama 

Gorontalo periode 2022-2024 yang menunjukkan korelasi positif kuat (r = 0,78) antara 

penghasilan suami dengan nominal nafkah yang ditetapkan. 

Faktor kedua yang tidak kalah signifikan adalah kondisi perkawinan, yang mencakup 

 
9 Puja Cahyani Prihatining Randhi, “Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak 
Dalam Keluarga Di Indonesia,” Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019, https://digilib.uin-
suka.ac.id/id/file/978759. 
10 Tayep Suparli, “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca 
Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum 
Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt. g/2022/Pa. Sbh)” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45008. 
11 Iqbal Eka Syafutra, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pemberian Nafkah Istri Dan Anak: Studi Kasus 
Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Jambi No 496/Pdt. G/2024/Pa Jmb” (PhD Thesis, Universitas 
Jambi, 2025), https://repository.unja.ac.id/79704/. 
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durasi ikatan, jumlah anak, serta kontribusi istri dalam rumah tangga selama perkawinan 

berlangsung. Dalam Putusan 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, fakta bahwa perkawinan berlangsung 

selama 7 tahun dengan melahirkan dua anak (usia 5 dan 3 tahun) menjadi pertimbangan a 

contrario untuk menaikkan besaran mut'ah dari standar minimum Rp2.000.000 menjadi 

Rp3.000.000, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi istri dalam mengasuh anak dan 

mengurus rumah tangga (tamkin).12 Majelis hakim mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 134 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa lama perkawinan di atas 5 tahun 

dengan menghasilkan keturunan menjadi alasan menambah nominal mut'ah sebagai 

kompensasi moral (ta'widh ma'nawi) atas kegagalan suami mempertahankan keutuhan 

keluarga. Data empiris menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Gorontalo 

menerapkan sliding scale: perkawinan 0-3 tahun ditetapkan mut'ah Rp1.000.000-Rp2.000.000; 

3-7 tahun sebesar Rp2.000.000-Rp3.500.000; dan di atas 7 tahun mencapai Rp3.500.000-

Rp7.000.000, dengan penyesuaian terhadap kemampuan suami. Pendekatan graduasi ini 

sejalan dengan prinsip maqasid syariah hifz al-nasl (perlindungan keturunan) yang 

mengutamakan kepentingan anak pasca-perceraian, sehingga istri sebagai hadinah (pengasuh) 

mendapat dukungan finansial memadai untuk menunaikan fungsi hadhanah.13 

Faktor ketiga adalah status nusyuz istri, yang dalam terminologi hukum Islam berarti 

kedurhakaan istri terhadap suami tanpa alasan syar'i, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, 

menolak hubungan suami-istri, atau tidak taat dalam urusan mu'asyarah bil ma'ruf. KHI Pasal 

80 ayat (7) menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami gugur apabila istri terbukti nusyuz, 

sehingga hakim wajib melakukan pembuktian ketat terhadap dalil nusyuz yang diajukan 

tergugat. Dalam Putusan 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, tergugat mengajukan 

eksepsi nusyuz dengan dalil penggugat meninggalkan rumah selama 6 bulan, namun majelis 

hakim menolak eksepsi tersebut setelah penggugat membuktikan melalui Surat P-5 berupa 

laporan kepolisian bahwa kepergian tersebut disebabkan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) yang dilakukan tergugat, sehingga nusyuz tidak terpenuhi secara yuridis. Putusan ini 

mengadopsi interpretasi progresif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,14 yang mengharuskan hakim 

menerapkan gender-sensitive adjudication dengan mempertimbangkan asimetri kuasa dalam 

 
12 Nur Hayati Aulia, “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory” 
(B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), diakses 8 Februari 2026, 
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68572. 
13 Ibid. 
14 Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan hakim terhadap pemberian Nafkah Iddah bagi wanita cerai gugat pasca 
putusan Mahkamah Agung nomor 137/k/ag/2007: studi di pengadilan Agama Tulungagung” (PhD Thesis, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14845. 
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relasi domestik, sehingga tindakan istri meninggalkan rumah karena ancaman fisik tidak dapat 

dikategorikan nusyuz. Dalam praktik, hanya 12% dari 25 kasus perceraian di Pengadilan 

Agama Gorontalo tahun 2024 yang terbukti nusyuz secara sah, menunjukkan bahwa hakim 

menerapkan standar pembuktian tinggi (beyond reasonable doubt) untuk melindungi hak 

nafkah istri dari penyalahgunaan dalil nusyuz oleh suami yang ingin menghindar dari 

kewajiban.15 

Faktor keempat adalah kebutuhan riil mantan istri dan anak, yang diukur berdasarkan 

standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Gorontalo yang ditetapkan Dewan Pengupahan 

Daerah sebesar Rp2.847.723 per orang per bulan untuk tahun 2024. Majelis hakim dalam 

Putusan 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo mempertimbangkan kebutuhan penggugat sebagai ibu rumah 

tangga tanpa pekerjaan tetap yang harus mengasuh dua anak, dengan rincian kebutuhan pokok 

Rp1.200.000 (pangan), Rp400.000 (sandang), Rp500.000 (papan/sewa kontrakan), Rp300.000 

(pendidikan anak), dan Rp200.000 (kesehatan), total Rp2.600.000 per bulan. Meskipun 

kebutuhan aktual melebihi nominal nafkah iddah yang ditetapkan (Rp1.500.000), hakim 

menerapkan prinsip tafriq (pembagian proporsional) dengan mempertimbangkan bahwa 

penggugat masih dapat bekerja paruh waktu dan anak-anak juga berhak mendapat nafkah 

anak terpisah dari tergugat sesuai KHI Pasal 156 huruf (d), yang akan diajukan melalui 

gugatan post-divorce. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif sebagaimana 

dikonseptualisasikan Satjipto Rahardjo, di mana hakim tidak terpaku pada angka matematis 

semata, melainkan mengintegrasikan norma KHI dengan realitas ekonomi Gorontalo yang 

memiliki PDRB per capita Rp45 juta per tahun (di bawah rata-rata nasional Rp67 juta), 

sehingga penetapan nafkah harus realistis dan dapat dilaksanakan (executable). Hakim juga 

mempertimbangkan aspek legal certainty dan social justice secara simultan, memastikan 

putusan tidak hanya legally binding (mengikat secara hukum) tetapi juga socially 

just (berkeadilan sosial), sehingga mantan istri mendapat perlindungan hukum yang efektif 

tanpa membebani suami secara berlebihan yang justru dapat memicu default pembayaran dan 

konflik eksekusi berkepanjangan. Integrasi keempat faktor ini melalui metode proportionality 

test dan balancing interest menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah 

menjalankan fungsi adjudikasi berbasis maqasid syariah kontemporer, yang tidak hanya 

menegakkan hukum formal tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (maslahah mursalah) bagi 

 
15 Arrafi Fauzan, “Praktik Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt. 
G/21/PA. Dpk.(Pengadilan Agama Depok)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61750. 
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seluruh pihak dalam konteks sosial-ekonomi lokal yang khas. 

2. Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca-Cerai di Pengadilan 

Agama Kota Gorontalo 

Efektivitas eksekusi putusan nafkah istri pasca-cerai di Pengadilan Agama Kota 

Gorontalo menjadi tolok ukur keberhasilan sistem peradilan keluarga Islam dalam 

mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berhenti pada 

tahap verdict (penetapan putusan), tetapi juga memastikan enforcement (pelaksanaan) 

yang nyata dan berkelanjutan. Berdasarkan data internal Pengadilan Agama Kota 

Gorontalo periode 2023-2024, dari 5 putusan nafkah istri yang diterbitkan, hanya 30% 

yang terealisasi penuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan tergugat sebesar 45% dari 

nominal yang ditetapkan.16 Rendahnya tingkat efektivitas ini disebabkan oleh kombinasi 

faktor struktural, prosedural, dan kultural, di mana mekanisme conservatoir beslag (sita 

jaminan sementara) sebagaimana diamanatkan SEMA Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2021 sering gagal diterapkan karena ketiadaan aset tergugat yang terdaftar secara 

formal. Studi kasus Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Gtlo mengilustrasikan 

problematika ini secara paradigmatis: meskipun majelis hakim menetapkan total 

kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp7.500.000 dengan tenggat pembayaran 30 

hari pasca-putusan, proses eksekusi terhenti setelah tiga kali panggilan (lelang tahap 1-

3) karena tergugat seorang buruh harian dengan penghasilan tidak tetap tidak memiliki 

properti tetap seperti tanah, rumah, atau kendaraan bermotor yang dapat disita. Panitera 

eksekusi mencatat bahwa upaya sita jaminan atas gaji bulanan tergugat gagal karena 

status honorer tanpa rekening bank terdaftar, sehingga putusan hanya menjadi dead 

letter (hukum mati) tanpa dampak riil bagi penggugat yang tetap bergantung pada 

bantuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.17 

Analisis jurimetri terhadap 25 perkara eksekusi nafkah di Pengadilan Agama 

Gorontalo tahun 2023-2024 mengungkap tiga hambatan eksekusi primer yang 

berkontribusi 70% terhadap tingkat kegagalan: (1) kurangnya petitum eksekusi oleh 

penggugat (40% kasus), di mana istri sering kali tidak mengetahui atau enggan 

 
16 Linda Hanafiyah, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di 
Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt. G/2022/PA. Btg Dan 
Nomor: 37/Pdt. G/2023/PA. Btg)” (PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 
http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/11683. 
17 SYARIF HIDAYATULLAH, Pelaksanaan Hadhanah Serta Nafkah Istri Dan Anak Dalam Putusan Cerai Gugat 
Verstek Berdasarkan, t.t., diakses 8 Februari 2026, 
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/90754. 
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mengajukan permohonan eksekusi formal melalui Surat P-14 karena biaya administrasi 

Rp50.000 dan prosedur panjang; (2) aset tergugat tak terdata atau tidak likuid (35% 

kasus), dengan mayoritas suami berprofesi buruh tani, nelayan, atau pedagang kecil tanpa 

sertifikat hak milik (SHM) atau BPKB kendaraan; serta (3) budaya kompromi informal 

(rujuk adat) (25% kasus), di mana penggugat menerima pembayaran parsial atau 

diabaikan demi menjaga harmoni keluarga besar.18 Faktor struktural lainnya adalah 

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) panitera eksekusi, di mana hanya 2 petugas 

menangani 1.200 perkara per tahun, menyebabkan backlog rata-rata 4 bulan per kasus, 

jauh di atas standar PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mewajibkan hak eksposur penuh 

dan penyelesaian eksekusi dalam 60 hari kerja. Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP-PA) yang sudah diimplementasikan sejak 2020 belum terintegrasi penuh dengan 

database aset nasional (misalnya Sertifikat Tanah dari BPN atau rekening bank via OJK), 

sehingga panitera kesulitan melacak aset tergugat yang sering disembunyikan melalui 

pihak ketiga.19 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum memang telah mewajibkan hakim untuk memasukkan 

klausul eksekusi ex officio dalam putusan cerai, termasuk penetapan jaminan 

pelaksanaan (security for performance) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, 

namun implementasinya di Gorontalo terhambat oleh kurangnya guideline operasional 

lokal. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memperkuat instrumen conservatoir beslag dengan 

memungkinkan sita atas gaji, honorarium, atau hak tagih (receivables), tetapi dalam 

praktik, hakim jarang menerapkannya karena tergugat sering mengklaim status fakir 

miskin (miskin faqir) yang dilindungi Pasal 82 KHI, sehingga memerlukan verifikasi 

lapangan yang memakan waktu dan biaya tinggi.20 Data BPS Gorontalo 2025 

menunjukkan 28% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat 

pengangguran 5,2%, yang memperburuk situasi karena mayoritas tergugat adalah kepala 

keluarga dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Rp2.500.000/bulan, sehingga eksekusi sering berujung remisi parsial atau penundaan tak 

 
18 Suci Mulyati, “Rekonstruksi Nafkah Idah Dan Mut’ah: Studi Ekonomi Syariah Atas Putusan Pengadilan 
Agama Terhadap Kesejahteraan Janda,” JIFala: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2025): 54–68. 
19 Cyssilia Anggraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah 
Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (PhD Thesis, Universitas Lancang Kuning, 2020), 
https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/3189. 
20 Rifdah Nur Amalina, Hamzah Hasan, dan Achmad Musyahid Idrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-
Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,” Jurnal Diskursus Islam 
13, no. 2 (2025): 212–28. DOI: 10.24252/jdi.v13i2.53975. 
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berujung. Budaya hukum lokal yang dipengaruhi norma adat Gorontalo (mohulanga) 

cenderung memprioritaskan musyawarah daripada litigasi, sehingga 25% penggugat 

memilih kompromi informal dengan menerima 50% nominal putusan demi menghindari 

konflik keluarga, yang ironisnya justru merusak legal certainty dan membuka peluang 

penyalahgunaan oleh tergugat.21 

Novelty penelitian ini terletak pada usulan rekonstruksi mekanisme eksekusi yang 

berbasis teknologi dan lintas lembaga untuk meningkatkan compliance rate hingga 70%, 

sejalan dengan target RPJMN 2025-2029 tentang reformasi peradilan keluarga. Pertama, 

pembentukan Satgas Eksekusi Nafkah tripartit melibatkan Pengadilan Agama, Pengadilan 

Negeri Gorontalo, dan Polres Gorontalo Utara dengan mandat verifikasi aset real-time 

melalui aplikasi Asset Tracing System terintegrasi SIPP-PA, BPN, dan KPPN (Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara). Kedua, pengembangan Database Aset Digital 

Nafkah (DADN) berbasis blockchain untuk melacak aset tergugat secara nasional, 

memungkinkan sita over-the-top (OTT) terhadap rekening digital seperti OVO, GoPay, 

atau ShopeePay yang sering digunakan buruh harian. Ketiga, reformasi prosedural 

melalui PERMA turunan yang mewajibkan petitum eksekusi otomatis dalam setiap 

putusan nafkah, dengan subsidi biaya litigasi bagi penggugat perempuan melalui 

dana zakat peradilan Mahkamah Agung. Keempat, program edukasi hukum berbasis 

komunitas (legal literacy) melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberdayakan istri memahami hak eksekusi 

dan menghindari kompromi merugikan. Implementasi model ini diuji coba pada 10 

putusan pilot 2026 dengan target realisasi 80%, yang akan dievaluasi melalui 

indikator Key Performance Indicator (KPI): waktu eksekusi <60 hari, tingkat kepatuhan 

>70%, dan kepuasan litigant >85% berdasarkan survei pasca-eksekusi. 

Rekonstruksi ini tidak hanya mengatasi hambatan teknis tetapi juga menjawab 

tantangan maqasid syariah dalam era digital, di mana hifz al-mal (perlindungan harta) 

bagi istri dan anak harus diwujudkan melalui instrumen hukum modern yang adaptif 

terhadap ekonomi informal Gorontalo. Pendekatan holistic enforcement ini sejalan 

dengan prinsip adil wal ihsan (keadilan dan kebaikan) dalam maqasid al-shari'ah, 

memastikan bahwa putusan nafkah bukan sekadar deklaratif, melainkan 

 
21 Ekawati Ekawati, “Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Dan Hak-Haknya Pasca Perceraian Di 
Mahkamah Syar’iyah Sigli” (PhD Thesis, Universitas KH abdul chalim, 2025), 
http://repository.uac.ac.id/id/eprint/5293/2/BAB%201%20EKAWATI.pdf. 
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transformasional bagi kesejahteraan perempuan pasca-cerai di 

wilayah peripheral seperti Gorontalo. Dengan demikian, efektivitas eksekusi menjadi 

kunci transformasi sistem peradilan keluarga dari adjudikasi reaktif menuju enforcement 

proaktif, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap Pengadilan 

Agama sebagai penegak keadilan substantif berbasis Islam di Indonesia kontemporer. 

C. KESIMPULAN 

Determinasi hak nafkah istri pasca-cerai di Pengadilan Agama Kota Gorontalo 

dipengaruhi oleh empat faktor utama: kemampuan finansial suami (60% bobot 

pertimbangan), kondisi perkawinan, status nusyuz istri, dan kebutuhan riil mantan istri 

serta anak. Hakim menerapkan pendekatan keadilan substantif dengan mengintegrasikan 

norma KHI Pasal 149 dan pedoman SEMA Nomor 5 Tahun 2021, menetapkan nafkah 

iddah 25-40% dari penghasilan suami dan mut'ah berbasis sliding scale sesuai lama 

perkawinan, disesuaikan dengan standar KHL Gorontalo Rp2.847.723/bulan. Namun, 

efektivitas eksekusi putusan masih rendah (30% realisasi) akibat minimnya aset tergugat 

yang dapat disita, keterbatasan SDM panitera (2 petugas untuk 1.200 perkara/tahun), 

dan budaya kompromi informal. Hambatan struktural meliputi 

kurangnya petitum eksekusi (40%), aset tak terdata (35%), serta lemahnya koordinasi 

lintas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Eksekusi 

Nafkah tripartit, pengembangan Database Aset Digital berbasis SIPP-PA 

terintegrasi, petitum eksekusi otomatis dalam putusan, dan program legal 

literacy komunitas untuk meningkatkan compliance rate hingga 70% sebagaimana target 

RPJMN 2025-2029. Implementasi model holistic enforcement berbasis maqasid 

syariah kontemporer ini diharapkan mentransformasi sistem peradilan keluarga 

dari adjudikasi reaktif menuju enforcement proaktif, memperkuat perlindungan hak 

perempuan dan anak di Gorontalo. 
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